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BAB III   

PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH  

 

A. Definisi  Pernikahan    

Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya 

kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij 

yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan wath’u al-zaujah 

bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga 

dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari 

bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari 

kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah 

juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
1
 

Namun, terkadang pernikahan disebut dengan kata perkawinan. 

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang 

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” 

digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan 

menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah 

hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara 

hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna 

nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan 

terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul 

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Adapun menurut Syarak: 

nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan 

                                                             
1
Tihami, Sohari, Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 
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tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 

masyarakat yang sejahtera. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 

disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya 

dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan 

seremonial yang sakral.
2
 

Banyak dalil dalam al-Qur‟an dan sunnah yang memerintahkan 

umat Islam untuk menjalankan pernikahan. Bahkan, Para Ulama 

sepakat bahwa perintah tersebut tidak boleh ditentang oleh siapapun. 

Salah satunya adalah Firman Allah SWT. berikut: 

                      ...... 

  (23)النور:
 

Artinya:“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan”… .(An-Nur : 32).
3
 

 

Secara bahasa, nikah itu berasal dari kata nakaha, yang 

mengandung tiga arti. Pertama, berhubungan badan. Ketika seseorang 

menyebutkan lafal nikah maka yang dimaksud adalah hubungan badan 

                                                             
2
Tihami, Sohari, Sahrani, Fikih Munakahat…, h. 8. 

3
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-

Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung: Diponegoro: 2012)  h. 304. 
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antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam masyarakat 

Indonesia, berkembang suatu istilah yang membedakan antara nikah 

dengan kawin. Kalau nikah adalah akad nikah, yang kemudian 

dilanjutkan dengan berhubungan badan. 

Sedangkan kata kawin dikhususkan untuk berhubungan badan 

saja. Jadi, kata nikah, dalam pengertian ini, sama dengan kata-kata 

kawin dalam bahasa Indonesia. Kedua, akad nikah. Ketika seseorang 

menyebutkan kata nikah maka maksudnya adalah akad pernikahan. 

Istilah ini lebih banyak berkembang di Indonesia. Ketiga, gabungan 

antara akad nikah dan berhubungan badan. Pengertian akad nikah yang 

ketiga ini dianggap paling kuat karena pernikahan itu didahului oleh 

akad nikah yang akan menyebabkan halalnya berhubungan badan. 

Tidak sedikit Para Ulama Fiqh yang mendefinisikan arti nikah 

(pernikahan). Meskipun demikian, semuanya mengarah pada satu 

tujuan, yaitu menghalalkan hubungan antara dua jenis manusia. Pihak 

laki-laki akan mendapatkan hak untuk bersenang-senang dengan pihak 

perempuan, selama pernikahan itu sah, yaitu memenuhi semua rukun 

dan syaratnya yang telah ditentukan.
4
 

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: 

“Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang 

wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan disini 

maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan 

pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua 

orang yang saling membuat „aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya 

sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata. 

                                                             
4
Pakih, Sati, Panduan Lengkap Pernikahan, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 

14-15. 
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Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah: “Aqad yang 

dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan „aqad 

tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). 

Menurut mazhab Syafi‟i pernikahan adalah: “Aqad yang 

menjamin diperbolehkannya pernikahan”. 

Sedang menurut Mazhab Hambali adalah: “Aqad yang didalamnya 

terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan 

bercampur”.
5
  

B. Syarat dan Rukun Pernikahan  

Ulama fikih mengatakan, bahwa hakiki nikah itu adalah 

kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan 

tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus 

dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah merupakan 

pernyataan yang menyatukan keinginan kedua kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan, ijab 

merupakan pernyataan pertama dari satu pihak, dan qabul merupakan 

pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut. 

Oleh sebab itu Fukaha mengatakan, bahwa rukun nikah itu ijab dan 

qabul (sebagai intinya).
6
 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan 

takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-

laki/perempuan dalam perkawinan. 

                                                             
5
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: 

Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 11-12. 
6
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup…, h. 55. 
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Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau 

menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama 

Islam. 

“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun 

dan syarat”.Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, 

layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan 

kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Adapun Rukun Nikah adalah: 

1. Mempelai laki-laki; 

2. Mempelai perempuan; 

3. Wali; 

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah 

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 

dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu 

sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti 

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. 

Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua 

perempuan, yang dewasa atau masih kecil. Masih perawan atau 

sudah janda.
7
 

 

 

 

                                                             
7
Amir, Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90. 
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4. Dua orang saksi; 

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya 

ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya 

sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.
8
 

5. Shigat ijab Kabul (akad nikah). 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua  

pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah 

penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah 

penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan 

dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si 

A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur‟an”. Qabul 

adalah penerimaan dari pihak laki-laki dengan ucapannya: 

“Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan 

mahar sebuah kitab Al-Qur‟an”. 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab 

Qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad.
9
 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah 

syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu 

syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. 

Syarat-syarat Suami (mempelai laki-laki) 

1) Bukan mahram dari calon istri; 

2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri; 

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya; 

4) Tidak sedang ihram. 

 

                                                             
8
Amir, Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh…, h. 96. 

9
Amir, Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh…,  h. 87-88. 
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Syarat-syarat Istri (mempelai perempuan) 

1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan 

mahram, tidak sedang dalam iddah; 

2) Merdeka, atas kemauan sendiri; 

3) Jelas orangnya; dan 

4) Tidak sedang berihram. 

Syarat-syarat Wali 

1) Laki-laki; 

2) Baligh; 

3) Waras akalnya; 

4) Tidak terpaksa; 

5) Adil; dan 

6) Tidak sedang ihram. 

Syarat-syarat Saksi 

1) Laki-laki; 

2) Baligh; 

3) Waras akalnya; 

4) Adil; 

5) Dapat mendengar dan melihat; 

6) Bebas, tidak dipaksa; 

7) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan 

8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 

Syarat-syarat Shigat 

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang 

dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima 

akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang 

menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya 
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mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau 

salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan 

waktu yang akan datang. 

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 

perempuan: “Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak 

“Kemudian dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) 

denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti 

perkawinan. 

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya 

akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya 

nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian 

pihak laki-laki menjawab: “Ya saya terima”. Akad ini sah dan 

berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu 

tertentu, tidak sah. 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau 

perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya 

menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.
10

 

 

C. Faktor-faktor  Penyebab terjadinya Wanita Hamil diluar 

Nikah Dan kedudukan Anak 

Wanita Hamil diluar nikah atau bisa disebut dengan wanita 

Pezinah, dalam pasal KUHP  dimuat larangan zina dan perzinaan 

(perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. 

Sehubungan dengan warga negara Indonesia mayoritas Islam, maka 

untuk memahami isi ketentuan KUHP akan dikaji dari perspektif  

                                                             
10

Tihami, Sohari, Sahrani, Fikih Munakahat…, h. 12-14. 
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Hukum Islam. Tetapi dalam Bab ini hanya dimuat ketentuan-

ketentuannya saja. 

 Berdasarkan uraian sederhana tersebut dapat  disimpulkan 

bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat 

dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah  

a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah 

seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah 

dengan orang lain atau  

b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan, atau  

c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak 

berdaya, atau  

d. Persetubuhan di luar perkawinan yang di lakukan oleh seorang 

laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun ), atau  

e. Perestubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya belum masanya untuk dikawini.  

Jika anak yang disetubuhi di luar perkawinan itu belum berumur 

12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat 

atau kematian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 dan pasal 294, 

maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan delik aduan, tetapi 

merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan 

zina dalam KUHP termasuk kejahatan ( misdrijven ).  
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Demikian pula menurut hukum Islam, sangat jelas, bahwa 

setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar 

perkawinan yang sah adalah merupakan zina.  

Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan sesuai dengan syariah 

Islam, maka hukumannya merupakan hak Allah, yaitu hudud. 

Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan 

perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan perkawinan 

yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda (muhshan atau 

muhshanah). Sedangkan hukuman jilid atau cambuk atau dera atau 

sebat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan 

perkawinan, baik bujang  maupun gadis.  

Jika perbuatan zina itu tidak dapat dibuktikan sesuai syariah 

Islam, maka menurut penulis hukumnya dapat ditentukan berdasarkan 

ta’zir. 

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, 

menurut para mufasirin dari Tim Pentashih  Mushaf  Al-Qur‟an 

Dapartemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina 

itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, 

antara lain: 

a. Perbuatan zina itu mencampur adukan keturunan, yang 

mengakibatkan seseoraang menjadi ragu-ragu terhadap 

anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya 

yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap 

isteri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan 

kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak 

bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya 
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kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata 

kemasyarakatan.  

b. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan di 

antara sesame anggota masyarakat, disebabkan tidak 

terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina 

banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa 

atau pembunuhan dalam masyarakat. 

c. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah 

tangga. Seorang wanita atau seorang lelaki yang telah berbuat 

zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat 

setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak 

ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan 

hidup berumah tangga, terlebih jika zina itu dilakukan oleh 

suami atau isteri yang bersangkutan. 

d. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga 

atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau 

isteri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah 

tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan 

dari kehancuran rumah tangga. 
11

 

Pernikahan  menurut Islam berfungsi untuk menjaga pandangan 

dan kemaluan. Untuk  mengoptimalkan peran yang penting ini, maka 

ada tuntutan untuk menjaga ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang 

kedudukanya  sama dengan tuntutan untuk memuluskan jalan 

penceraian jika sudah terjadi ketidakcocokan dan membolehkan suami 

                                                             
11

 Neng Djubaedah,  perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di 

Indonesia  Ditinju dari Hukum  Islam, ( Jakarta: Kencana 2010),  h. 65 
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untuk menikah kembali. Jika tidak, maka pernikahan bisa menjadi 

alasan terjadinya perzinaan.
12

 

Menurut para Tokoh  di Desa Bitung Jaya, Faktor penyabab 

terjadinya wanita hamil diluar nikah adalah, pergaulan yang tidak 

terkontrol oleh keluarga merupakan Faktor  Utama dari terjadinya 

pergaulan bebas, maka hendaknya lingkungan keluarga menjadi jalan 

utama untuk mencegah terjadinya hal tersebut, baik dengan perhatian 

dari para orang tua yang cukup, dengan meningkatkan pemahaman 

nilai-nilai agama, norma, budi pekerti dan sopan santun.  

Bagi laki-laki yang sudah siap/mapan untuk menikah, 

hendaknya secepatnya melakukan perkawinan tanpa harus melalui 

masa pacaran yang lama, untuk mencegah terjadinya kehamilan 

sebelum nikah/hamil dilua nikah.  

Dampak negatif  dari seks bebas adalah anak haram  yang tidak 

jelas statusnya. Dr. Celia.S.Deschim  mengatakan, “ saya tidak heran 

atas lonjakan besar jumlah penderita  penyakit  kelamin  serta  

kelahiran  anak-anak haram, karena ini semua merupakan  konsekuensi 

logis dari  realitas yang terjadi di masyarakat saat ini.  

Hal ini kuatkan oleh kenyataan masyarakat Barat yang 

membiarkan seks bebas. Dr . pierre  Guilmout  mengatakan,  “di 

Swedia, perbandingan jumlah anak haram dan anak dari perkawinan 

sah, pada tahun 1972, adalah 1:4, demikian pula laki-laki dan 

perempuan yang tinggal  serumah tanpa nikah, mereka  juga  

melahirkan banyak anak . Dan jika kami  gabungkan anak mereka 

dengan anak-anak haram tersebut, maka perbandingannya juga 1:4. Di 

                                                             
12

 Fadhel llahi,  Zina Problematika  dan Solusinya, (Jakarta : Qitshi Press 

2005),  h. 177 
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perancis jumlah anak dari perkawinan sah (enfant naturels ) dan di 

sejumlah  kota Erofa,  saat dua perang dunia berakhir, hanya 50% dari 

seluruh jumlah anak disana.
13

 

Nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu  َنَسَب- 

نَسباً  -يَنْسِب      apabila terdapat kalimat     ل ج  نَسَبَ  الرَّ berarti   وَصَفَت   وَذَكَرَ نَسَبَت   

memberikan cirri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab 

adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bias nisab, seperti kata 

رْفتَ    dan bias juga nusab, seperti kata  سِدَر   menjadi   سِدْرَة    menjadi غ 

ف    Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab . غ ر 

sebagaimana firman Allah: 

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ ولَلَا يَ تَسَآ ءَ لوْنَ   فإَِذَا نفُِخَ فِي الصُّورِ فَلآ أ )سوره نَسَاَب بَ ي ْ
                                                        (101المئمنون:

 

Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi 

pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada 

pula mereka saling bertanya.(QS. Al-Mu’minun(23);101)
14

 

  

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam Surah Al-Furqan (25) 

ayat 54 sebagai berikut.  

فَجَعَلَوُ،نَسَباً وَصِهْراً وكَانََ رَبُّكَ  ذِى خَلَقَ مِنْ آلْماءَِ بَشَراًوَىُوَال  
                                                 (45)سُورة فرقونَ : قَدِراً  

 

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia 

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah( 

hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan 

adalah Tuhanmu Mahakuasa.( QS Al-Furqon:54)
15

 

                                                             
13

 Fadhel Ilahi,  Zina Problematika dan Solusinya… h. 51 
14

 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, ( Bandung: 

Penerbit Jabal 2010), h. 342  
15

 Dapartemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…. h. 359 
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 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara 

bahasa berarti keturunan atau kerabat. Bahkan secara tegas  Su‟id Abu 

Habib mengatakan bahwa arti kata nasab sama dengan karabat. Namun 

demikian baik kata keturunan, kerabat, maupun nasab sendiri pada 

kenyataan nya telah menjadi bahasa Indonesia resmi dan telah diakui.
16

 

 Menurut  mayoritas ulama Anak yang lahir di luar pernikahan 

yang sah adalah anak yang tidak sah dalam pandangan Tuhan sehingga 

seharusnya ayah sang anak yang merupakan hasil benihnya itu, tidak 

diakui sebagai anak yang sah. Namun, seandainya sang ayah/suami 

yang menikah itu mengakuinya, dari segi hukum formal anak tersebut 

dapat dinilai sebagai anak yang sah, dengan syarat bahwa kehamilanya 

terjadi minimal enam bulan setelah pernikahannya dan tidak 

melampaui  masa setahun dari masa perceraian mereka (jika terjadi 

perceraian). Di samping syarat tenggang waktu yang disebutkan di atas, 

masih ada syarat lain bagi suami yang mengakui anak itu, yakni bahwa 

yang mengakui ayahnya itu bener-bener berpotensi membuahi 

perempuan, baik dari segi kejantanan maupun dari segi waktu dan 

tempat terjadinya hubungan seks. Madzhab Abu Hanifah member 

kelonggaran dalam beberapa syarat diatas karena mereka berusaha 

sedapat mungkin untuk menghindari dampak-dampak negative 

terhadap anak atau orang tua akibat ditetapkannya  seseorang sebagai 

anak (hasil hubungan) haram. 

 Anak menurut segi bahasa adalah keturunan sebagai hasil dari 

hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adapun anak Zina (anak luar 

nikah) dalam pandangan Islam hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya. Sama halnya dengan anak hasil mula‟anah.  
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 Islam menetapkan sah nya keturunan, bila ditemukan salah satu 

diantaranya tiga sebab, yaitu perkawinan, pengakuan, dan pembuktian. 

Islam telah menetapkan peraturan dan perundang-undang tersebut 

untuk menjamin hubungan keturunan yang  benar dan sah. 

 Anak Zina siapa pun yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur‟an, 

hadits-hadits Nabi, dan pendapat-pendapat para ulama, niscaya 

menemukan bahwa Islam tidak pernah memberi peluang sedikit pun 

kepada seseorang untuk menuduh orang lain berbuat zina. Cara 

pembuktian dan penetapan hukum atas zina, dibuat  begitu rupa 

sulitnya oleh  Islam, dimana bila saksi untuk pmbunuhan cukup dua 

orang, maka untuk pembuktian zina harus tersedia empat orang saksi 

yang adil, yang betul-betul menyaksikan peristiwa itu secara detail.  

 Tujuan dari semuanya itu adalah meindungi masyarakat, 

menjaga nama baik mereka, dan memelihara keluarga dari tersia-

siakanya keturunan dan terbengkalainya anak-anak.  

 Para Ulama Madzhab sepakat bahwa, bila Zina itu telah terbukti 

dalam pengertian yang sebener-benernya dan dengan cara seperti yang 

telah dijelaskan tadi, maka tidak ada hak waris-mewarisi antara anak 

yang di lahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari 

mani orangtuanya. Sebab, anak tersebut, secara syar’i tidak memiliki 

kaitan nasab yang sah dengannya.
17

  

Dalam konteks inilah, Allah menepis potensi negative dari 

pribadi Maryam dengan firman-Nya: 
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تْ أمُُك بغَيًا سَوْء وَمَا كَانَ ياَُ خْتُ ىَرُونَ مَا كَانُ أبَوُك امُْرأََ   
“Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang penjahat dan ibumu 

bukan sekali-kali bukanlah seorang pezina”(Maryam:28)
18

 
 

 Walaupun demikian, dia tidak dibebani dosa orang tuanya. 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman.  

                         

                          

          

 

 “Apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal dia 

adalah tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat 

dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. 

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada tuhanmula kamu kembali, dan akan diberitakan-

Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”
19 (Al-An’am:164) 

  

Pada prinsipnya, dosa dan sanksi zina di dunia dan akhirat 

hanya ditanggung oleh orang tuanya. Tetapi dikhwatirkan sifat bawaan 

yang negative itu akan terwarisi dan akan membawanya untuk berbuat 

buruk dan kerusakan. Namun hal ini tidak selalu menjadi acuan, 

kadangkala Allah akan memperbaikinya sehingga menjadi manusia 

yang alim, bertakwa lagi dengan demikian menjadi satu kombinasi 

yang terdiri atas tiga komponen yang baik.  

 Meskipun pernikahan wanita hamil karena zina dianggap sah 

dengan memenuhi dua syarat utama di atas, tetapi pernikahan tersebut 

tidak membawa perubahan status terhadap anak yang dikandungnya, 
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artinya anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya tetapi 

dinasabkan kepada ibunya. Karena semua madzhab yang empat 

(Madzhab Hanafi, Maliki Syafi‟I dan Hambali) telah sepakat bahwa 

anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti  

dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya 

dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. 

Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di 

luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu 

bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak hal ini 

berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam. 

 Rasulullah SAW telah menjadikan kerugian dan penyesalan 

bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada hak nasab bagi si 

laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan ) nasab itu adalah 

murni hak Allah Subhanahuwa Ta‟ala. Ibnu Abdil Barr berkata, Nabi 

SAW bersabda, “ Dan bagi laki-laki pezina adalah batu ( kerugian dan 

penyesalan). Maka beliau menafikan (meniadakan)adanya nasab anak 

zina di dalam Islam”. 

 Oleh karena itu anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada 

laki-laki yang berzina maka: 

1. Anak itu tidak berbapak .  

2. Anak itu tidak saling mewarisi dengan laki-laki itu.  

Bila anak itu perempuan dan di kala dewasa ingin menikah, 

maka walinya adalah wali hakim, karena dia itu tidak memiliki wali. 

 


